BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 61 TAHUN 2016 SERI D.10

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 61 Tahun 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 4
pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka Daerah
perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;

bh. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950}, Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1068 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



0.

10.

TA:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan
Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).



Menectapkan

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Dacrah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,
Seri D.7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
s

o o

10.

11.

12.

14,

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Cirebon;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon
tentang Organisasi dan Susunan Dinas Kabupaten
Cirebon;

Bupati adalah Bupati Cirebon,;

Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris  Daerah
Kabupaten Cirebon selanjutnya di sebut SEKDA;
Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnva
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon;

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon;

Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon;

Sekretaniat adalah Sekretariat pada Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon;

Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon;

Seksi adalah Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon;

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT
adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah



Kabupaten Cirebon vang melaksanakan tugas
operasional tertentu di lapangan;

15. Kelompok jabatan [ungsional adalah kumpulan

(1)

(2]

jabatan fungsional yvang terdiri atas sejumlah tenaga
ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yvang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah vang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyal tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan vang diberikan kepada
kabhupaten.

BAB III
FUNGSI

Pasal 3

Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

1.
2.
3.

(1)

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnva;

. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
Cirebon terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b, Sekretariat, membawahi |

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) Subbagian Keuangan dan Aset;

3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.



c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi :
1) Seksi Kurikulum;
2| Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SD;
3) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah
Dasar.
d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,
membawahi :
1) Seksi Kurikulum;
2] Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
SMP;
3) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah
Menengah Pertama.
¢. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, membawahi :
1) Seksi Kurikulum;
2] Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini;
3) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Pendidikan
Anak Usia Dini.
f. Bidang Non Formal, membawahi :
1) Seksi Kurikulum;
2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
3) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
g. Unit Pelaksana Teknis.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan  Struktur Organisasi  Dinas  Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran 1 vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2] Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

¢. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawabhi :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

membawahi :

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;



3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2] Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawabhi :
1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2) Seksi Jaminan Kesehatan;
3) Seksi SDM Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawabhi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2] Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
1) Seksi Pemeliharaan Sumber Air;
2| Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan
Sumber Air;
3) Seksi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Muara Pantai.
d. Bidang Irigasi, membawahi :
1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer
Sekunder;
2] Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer
Sekunder;
3) Seksi Bina Manfaat.
e. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2] Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
3) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Jembatan, membawabhi :
1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan [;
2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1I;



(2)

(1)

(2)

3) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.

£. Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan membawahi :
1) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan [;
2] Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan 11;
3) Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan,

h. Bidang Bina Teknik dan Jasa Kontruksi, membawahi :
1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan;
2) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air dan Irigasi;
3) Seksi Jasa Kontrulksi.

i. Unit Pelaksana Teknis.

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada avat (1),
tercantum dalam lampiran (Il yvang merupakan baglan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan, terdiri atas :

a, Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

¢. Bidang Bangunan dan Gedung, membawahi :
1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan dan
Gedung;
2) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan
Gedung.
d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
1) Seksi Perumahan;
2| Seksi Kawasan Permukiman.
e. Bidang Pertanahan, membawabhi :
1) Seksi Pengadaan Tanah;
2] Seksi Pendayagunaan dan Penatagunaan Tanah.
[. Bidang Bina Teknik, membawahi :
1) Seksi Perencanaan Teknik;
2) Seksi Pengolahan Data dan Monitoring.
g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran [V yang



(1)

(2]

(1)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri
atas :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,
membawahi :
1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
2) Seksi Tanggap Darurat Kebakaran.

d.Bidang Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan
membawabhi :
1) Seksi Sarana dan Prasarana;
2) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan.

¢. Unit Pelaksana Teknis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupat ini.

Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri
atas :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3] Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
membawahi:
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2] Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat, membawahi:
1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
2) Seksi Kerjasama.
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
1) Seksi Pelatihan Dasar,
2) Seksi Teknis Fungsional.



. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
1) Seksi Satuan Linmas;
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

(1)

(2]

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran VI yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial

Pasal 10
Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
h. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3] Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

c. Bidang  Perlindungan dan  Jaminan Sosial,
membawahi:
1) Seksi Perlindungan Sesial Korban Bencana;
2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi ;
1) Seksi Rehabilitasi Anak, Korban Napza dan Tuna
Sosial;
2] Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
e. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi
Sosial Masyarakat, membawahi :
1) Seksi Pengembangan Sosial;
2) Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
2) Seksi Bantuan Sosial.
g, Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupali ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, terdiri atas :



12)

(1]

a. kepala Dinas.,

b. Sekretariat, membawahi :

g

h.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2] Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

. Bidang Pembinaan, Perlindungan Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :

1) Seksi Hubungan Industrial;

2) Seksi Persvaratan Kerja;

3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.

. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja, membawahi :

1} Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia;

2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan
Kerja;

3] Seksi Informasi Pasar Kerja.

. Bidang Pelatihan dan Produktivitas kerja, membawahi:

1) Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Sertifikasi;

2) Seksi Pernagangan dan Produktivitas.

Bidang Transmigrasi, membawahi :

1) Seksi Penvuluhan, Pendafiaran dan Seleksi;

2) Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi.
Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran VIl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri
atas :

a.

b.

Kepala Dinas.
Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2) Subbagian Program dan Keuangan.

Bidang Ketersedian dan Kerawanan Pangan,
membawahi :

1) Seksi Ketersedian Pangan;

2] Seksi Kerawanan Pangan.

. Bidang  Distribusi dan  Cadangan  Pangan,



membawabhi:
1) Seksi Distribusi Pangan,;
2] Seksi Cadangan Pangan.
e. Bidang Konsumsi dan  Keamanan  Pangan,
membawahi :
1) Seksi Konsumsi Pangan;
2) Seksi Keamanan Pangan.
f. Unit Pelaksana Teknis,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, terdiri atas :

a, Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawailan;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan
Keluarga membawahi :
1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2] Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi

Keluarga.

d. Bidang Keluarga Berencana dan  Kesehatan
Reproduksi, membawahi :
1) Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan

Reproduksi;
2) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender, membawahi :
1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
2) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG).
f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,
membawahi :
1) Seksi Pembinaan Anak dan Remaja;
2) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak;



(2)

(1)

(2)

g. Unit Pelaksana Teknis.
h. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagan  Struktur Organisasi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan DBupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri
atas .

a. Kepala Dinas.
h. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
1) Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) Seksi Penilaian Dokumen Lingkungan.
d. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak
Lingkungan, membawahi :
1) Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;
2} Seksi Pemuliban Kerusakan Lingkungan.
e. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan, membawahi :
1) Seksi Penataan Hukum Lingkungan;
2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan
Lingkungan Hidup.
f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
1) Seksi Kebersihan;
2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah;
3) Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
£. Unit Pelaksana Teknis,

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
sechagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran X! yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,



Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan.

¢. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
membawahi:
1} Seksi ldentitas Penduduk;
2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelavanan Pencatatan Sipil, membawabhi :
1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
2] Seksi Perkawinan, Percerai, Perubahan Status Anak
dan Pewarganegaraan
e. Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
membawabhi :
1] Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan;
2] Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan
[, Bidang Pemanfaatan Data dan I[novasi Pelayvanan
membawahi :
1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan,
g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran X[ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
h. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2) Subbagian Program dan Keuangan.



(2]

(1)

(2)

¢. Bidang Koperasi, membawahi :
1) Seksi Bina Kelembagaan;
2) Seksi Bina Usaha;
3] Seksi Pengawasan Koperasi.
d.Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
membawahi:
1] Seksi Pengembangan SDM UMKM;
2) Seksi Produksi dan Pemasaran UMKM;
3) Seksi Penguatan Permodalan UMKM.
e. Unit Pelaksana Teknis.

[. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Strukitur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran X1l yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Perhubungan

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Program dan Keuangan.

¢. Bidang Lalu Lintas, membawabhi :
1) Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan
Jalan;
2) Seksi Penerangan Jalan Umum;
3) Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas,
d. Bidang Angkutan, membawahi :
1) Seksi Terminal dan Parkir;
2) Seksi Angkutan Darat;
3) Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara,
e. Bidang Keselamatan, membawahi :
1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2) Seksi Inspeksi Keselamatan;
3) Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran XIV vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2]

Bagian Kelimabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika,
terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3] Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik,
membawahi :
1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
2) Seksi Penyiaran dan Pers.
d. Bidang Statistik dan Persandian membawahi :
1) Seksi Statistik;
2) Seksi Persandian.
e. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
2] Seksi Pengembangan Aplikasi;
3) Seksi e-Government,
f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dasi Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

. Bidang Kebudayaan, membawahi :
1} Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilal
Budaya;
2) Seksi Kesenian,
d. Bidang Pariwisata, membawahi :
1) SeksiJasa dan Promosi Pariwisata;

%]



(2)

(1)

2) Seksi Destinasi Pariwisata.
e. Bidang Pemuda, membawahi :
1) Seksi Pemberdavaan Pemuda;
2| Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
f. Bidang Olah Raga, membawahi :
1) Seksi Sarana dan Prasarana Permasalahan Olah
Raga;
2] Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan
Prestasi Olah Raga.
g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan  Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], tercantum dalam lampiran XV1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pertanian

Pasal 20
Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2] Subbagian Keuangan dan Asel;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

¢. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

1) Seksi Tanaman Serealia;

2) Seksi Ancka Kacang dan Umbi;

3) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian.
d. Bidang Hortikultura, membawahi :

1) Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias;

2) Seksi Tanaman Buah-Buahan dan Aneka Tanaman.
¢. Bidang Perkebunan, membawahi :

1) Seksi Tanaman Semusim;

2) Seksi Tanaman Rempah, Penyegar dan Tahunan.
. Bidang Peternakan, membawabhi :

1) Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak;

2] Seksi Ternak Ruminansia.
g. Bidang Kesehatan Hewan, membawabhi :

1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,

2) Seksi Penanggulangan Penyakit dan Obat Hewan.
h. Bidang Penyuluhan, membawabhi :

1) Seksi Kelembagaan dan SDM;

2] Seksi Metodologi dan Teknologi.
i. Unit Pelaksana Teknis.



J. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan  Struktur  Organisasi Dinas  Pertanian,

(1)

(2]

(1]

sebagaimana dimaksud pada avat (1), tercantum dalam
lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedelapanbelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan,
terdiri atas :
a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
1) Seksi Penangkapan [kan;
2] Seksi Pengelolaan dan Penvelenggaraan Tempal
Pelelangan Tkan.
d. Bidang Perikanan Budidayva, membawabhi :
1) Seksi Budidaya Ikan;
2) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
3) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya
Perikanan.
e. Bidang Pemberdayaan, membawahi :
1] Seksi Kelembagaan SDM Kelautan dan Perikanan;
2) Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan
Perikanan.
f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
tercantum dalam lampiran XVl vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 22
Susunan Organisasi Dinas  Perdagangan dan
Perindustrian, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
h. Sekretariat, membawahi :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2] Subbagian Keuangan dan Aset;
3] Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.



(2)

g.
h.

. Bidang Perindustrian, membawahi :

1] Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi
Industri;

2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri;

3) Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri.

. Bidang Perdagangan dan Promosi, membawahi :

1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
2) Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi.

. Bidang Metrologi Legal, membawahi :

1} Seksi Pelayanan Metrologi Legal;

2) Seksi Pengawasan Metrologi Legal.
Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
1] Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar;
2) Seksi Kelembagaan Pasar;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Perdagangan
dan Perindustrian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
terdiri atas :

a.

Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

. Bidang Pengelolaan, membawahi :

1) Seksi Pengelolaan Kearsipan;
2) Seksi Pengelolaan Perpustakaan.

. Bidang Pembinaan, membawahi:

1) Seksi Pembinaan Kearsipan,
2) Seksi Pembinaan Perpustakaan.

. Bidang Layanan, membawahi :

1} Seksi Layanan Kearsipan;
2} Seksi Layanan Perpustakaan.
Bidang Pengembangan, membawahi :

1) Seksi Pengembangan Sistem Kearsipan,
2) Seksi Pengembangan Sistem Perpustakaan.

. Unit Pelaksana Teknis.



h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran XX vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Keduapuluh Satu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

(2]

a.
b.

a
h

Kepala Dinas.
Sekretariat, membawahi :

) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman

Modal, membawahi :
1) Seksi Pengembangan dan Penanaman Modal;
2) Seksi Promosi Penanaman Modal.

.Bidang  Pengendalian dan  Sistem  Informasi

Penanaman Modal, membawahi :

1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal,

2) Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Maodal.

. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non

Perizinan, membawahi:
1) Seksi Penerimaan dan Verifikasi Administrasi
Perizinan dan Non Perizinan;
2} Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non
Perizinan.
Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman
Modal, membawahi:
1) Seksi Penyuluhan,
2} Seksi Pengaduan.
. Unit Pelaksana Teknis.
. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,



(1)

(2]

(1)

(2)

(1)

Bagian Keduapuluh Dua
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, terdiri atas :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
membawahi :
1} Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat;
2] Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
d. Bidang Usaha Ekonomi Masvarakat dan Pembangunan
membawahi :
1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
2} Seksi Pembangunan Desa.
e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
1] Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
2] Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan;
3) Seksi Bina Otonomi Desa.
f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (1), tercantum dalam lampiran XXII vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 26

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPT yang terdiri dari
Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

tersendiri.
BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan
Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2] Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional vang terbagi dalam berbagai kelompok
sesual dengan bidang keahliannya.

(2] Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan,

(3] kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada
ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
ditunjuk.

(4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(5] Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
tersebut pada avat (1), diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan rugas pimpinan satuan organisasi
pada Dinas Daerah menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal
maupun horisontal.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas
Daerah mengawasi bawahan masing-masing dan hila
teifjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
vang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah
wajib  mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5] Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi pada Dinas Daerah dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut.



(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
organisasi lain vang secara fungsional mempunvai
hubungan kerja.

(7] Dalam wmelaksanakan Lugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT serta Kelompok Jabatan
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawal Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Penjabaran lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan
fungsi masing-masing organisasi pada Dinas Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.

Pasal 33

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

d.

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya
sampai ditetapkannyva pejabat vang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

Unit Pelaksana Teknis (UPT), berikut :

- UPT Jalan dan Jembatan, UPT Laboratorium
Jalan dan Jembatan, pada Dinas Bina Marga.

- UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan.

- UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan pada
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Dialihkan pengelolaannya pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang.

UPT Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang, dialihkan pengelolaannya pada Dinas

Lingkungan Hidup.

Unit Pelaksana Teknis (UPT|, berikut :

- UPT  Alat dan Mesin Pertanian, UPT Balai
Benih Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan,
UPT Pelayanan Tebu Rakyvat, UPT Perlindungan
Tanaman, UPT Pengelolaan Lahan dan Air, UPT
Balai Pengembangan Bibit Peternakan, UPT
Pusat Kesehatan Hewan, UPT Rumah Potong
Hewan, UPT Agribisnis dan UPT Pasar Hewan
pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
dan Kehutanan dan UPT Balai Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada

Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan.

Dialihkan pengelolaannya pada Dinas Pertanian

UPT Sekolah Menengah Atas, UPT Sekolah Menengah
Kejuruan pada Dinas Pendidikan, UPT Hasil Hutan
pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan
Kehutanan serta UPT Pangkalan Pendaratan lkan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dihapuskan.

(2) UPT vang dimaksud pada ayat 1 point b, point ¢ dan
point d, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan
penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap tugas dan fungsi Dinas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tugas dan
fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur
oleh Kepala SKPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016

BUPATI CIREBON,
ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 38 November 2016

SEKRETARI{ DAERAH KABUPATEN CIREBON

Ly €
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61, SERI D. 10
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SERS) I BERS SEES] HEESI
HESEHATAN MNELLIASGA SLUFRVEILANS DA PELATANAN KESEHATAN FEEFARMASLEN DAN SLAT
= AR GIF] MASYARAEAT UL YR PRIMEF T ERESEHATAN
I_ Al B ! j
SERSI SEESI SERE] SERS]
FROMCSE & PENCESASHAN & IMELAYANMAN KESEHATAN JAMINAN EESERLATAN
il FEMEBEERDAYAAN [— 1 PENGENMDALIAN FENYARTT | REATLEAN
MASTARAAT MEMLILAK
r SEERI SER KL | HEEST BERS!
|| PESEHATAN LINCGHUNGAN, . FENCEGRHAN DAN | MIFTU FPELAYANAN A0M KESEHATAN
EER A DN TILAK RAGA —1  FENOERDALIAW FENYAKTT — KESEHATAN
T MENLILAR TIAM
EESEHNTAN [TWA L
Diundangkan di Sumber UPT
pada tanggal 30 Novenher 2816
SEKRETARIS\DAERAH KABUPATEN CIREBON, BUPATI CIREBON,
AL ad
YAYAT RUHYAT SUNJAYA PURWADISASTRA
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LAMPIRAN IIT : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 61 Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI REEALADINGS TANGGAL : 28 November 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIREBON
I
RELOMFOE = _
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUFEEA (AN SUTEAGEAN UHARGIAN
(LM DAN FERIANCQAN DN 'Flfﬁil:;-: “Fﬂ
KEFPEGAW AN ASET T FELAFORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BITIAHLS BIDANG BIDARG
SUMBER DIAYA AIR [RIGAS] PENATAAN RUANG :ﬁ;ﬂ;ﬁ;‘:‘ﬂ qan PEMELIHARAAN JALAN BINA TEKNIK DAN
] 'Y LL P _ﬂul- i o - -'.‘ 'I g
JTEMBEATAN JEMBATAN JASA KONTRELIST
—— |
SEKSE ! sEKs| e P SELS] SERSI
|| PEMELTHARANN OFERAS! DM S ke PEMELIHARAAN JALAK PERENCANAAN TEENIS
SUMERR ATR | FeMELmRmaniRioass | ) PERENCARAAANTATA EERAREOIARDER JEMBATAN 1 JALAN JEMBATAN
PRIMER SEHILNDER RLUANG LPEHIHGI-H.T.!.N SALAN D “! !
__BEREL SERSI AERSI SELSI SEES| SERSI
| Pewmeaanantn Bk TRIHU B ITACH TWAN PENGENDALIAN, PEMBANCURAN DAN PEMELIHARAAN JALAR PERENCANMANN TERNES
R S ey e o P PENMOREATAN BIGAS PEMANFAATAN SUANG PESINGEATAN JALAN T2 JEMEATAN 11 SUMBER AR AN
FPEMINCSATA B SUIMBER AF PRINER SE5UNDER HAEAST
) SRS SERSI SRS I SERSI RENSI SERE
| REHARILITAS PEMELIHAR] | BINA MANFAAT PERATANN HANGLIMAN PEMBANGLRAN DAN PEMANFAATAN JALAN L 1354 KONTHURS]
AAN NUNRA PANT A AN LINGRUNGAN PENINCGEATAN TEMBATAN
JEMEATAN
Diundangkan di S L
BUPATI CIREBON,

l;ﬂlh-Et‘
pada tanggal 3 N vembar 2916
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN CIREBON,

e

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SER] D.10

SUNJAYA PURWADISASTRA




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NDMOR: 62 Tahan 2016
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN BREALADIERS l TANGGAL : 28 November 2016
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON '
SEXRETARIAT .
SUBBAGLIAN SUBBAGIAN I SUEBAGIAN
UMUM Dal KEUANGAN DAN PERERCAD AN,
3 3 y - —_ EVALLIAS]E DiaN
KEPEGAWAIAN ASET I PELAFGRAN
| = ) T S
- BIDANG HIDANG BIDANG BIDANG
RELOMEBOL BANGUNAN DaN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN BINA TEKNIE
JABATAN FURGSIONAL GEDLNG EAWASAN PERMUBIMAN
I____l i ] i
SERS SEKS| Fer— p———
PEMBANGLNAN DAN PERIFMAFAN PENGATUAN TAM AH PERENCANAAN
REHATFILITAST BANGOMAN TEENIK
AN CHEDTNG .
L | F‘E*ﬁ"rl.';'.'.*-tﬁ.l'-l (AN SERSI SEES] SEXS
PEMARFAATAN BANGUNAN BAWASAN PEN DAY AU RAAN DAN L PENCOLAHAN DUWTA Dok
DN GEMUING I PERMUKIMAN PENATAGUNAAR TARAH MAOSTTCRING

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Hovember Zd16

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

7

YAYAT RUHYAT

upeT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

BUPATI CIREBON,
rid
SUNJAYA PURWADISASTRA



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

~- NOMOR . 6] Tahun 2016
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CIREBON
— —
[ SEKRETARIAT
|
= 1
| suUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMM DAN PROGRAM DAN
KEPEGAWALAN EELIANGAN
[ I
BIDANG BICaNG
PENCEGAHAN DAN SARANS PRASARANS
PENANGGULANGAN DAN PEMELIHARAAN
FELOMPOK KEBAKARAN
JABATAN FITNGESTOMNAL r [
T r SEES| SEESI
= PENCESGARAN DAN SARANA DAN PEASARENSA
rEll PFERGEMNMDALIAN
B ERAR AN
SEESI SERS!
=- TANGCEAP DARURAT L PEMELIHARAAN TIAN
HEBARARAN PEEBENGHELAN
i

LUPT

BUPATI CIREBON,
Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3 November 2216
SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd
SUNJAYA PURWADISASTRA
Eley e,

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN CIREBON

REPALA SATUAN

EKELDMPOE
JABATAN FUTNGSIGINAL

T

Diundangkan di Sumber

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 61 Tahun 2016
TAMGGAL - 28 November 20016
|
SEKRETARIAT
_ |
SUBRATIAN BIRHAGIAN msiaa-:;',u.-l .
LFMLEME S RELIANGAN [N ASET PERTHCAREL, EEACEMIS
KEFEQAW ALAN WK FECAR SRR

BELRANG BIEANG
PENECAKAN FERATURAN KETEXTEHAN LIMUM DA
PERTINDANG- L NDANOAR RETENTRAMAK

PAEREAH MASYARAKAT

] T |
SEREI SEES|
L} PEMEERAAN, FENGEWASAN TR HAST DAl

CAR FERYULTHAM

SEHE

PERVILIDIRA N 0N
TENYIA N

FPEHGENLALIAN

pada tanggal 38 November 2316
SEKRETARIS q}ﬁER&H KABUPATEN CIREBON,

S—

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN2016 NOMOR 61 SERI D.10

NERA SAMA

HIIANGE BIDANG
SIMBER DNy A APARATER FERLINTILINCRAN
M AN RARLAT
| |
SERSI SRS
- PRLATIHAR DASAR = SATUAN LINMAS
EERS SERBEI
L TELIES FLAGSIGNAL, 1 BEMA POTENSI
MASY ARARAT
BUPATI CIREBON,
tod
BUNJAYA PURWADISASTRA




LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR  : 61 Tahun 2016
KEPALA DINAS TANGGAL : 28 November 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON

KELONFOR
JAHETA N FUBCSSIGHAL

|

I SEKRETARIAT ‘

[ | I

SRR LCHAN SLIORAAN SLIEAN AN
UMM DIAN HELANSCEAN AN ASET PEREHOANALN, EVALLIAR
EEFECAWALAY [IAN PELAPOSAN
PERUP-:]LHE.TJHG AMIMAY R PENGEMBANGA r‘-‘mIE MEEREAY ALY EIDANG
MCRINGAN DAN JAMINAN REHABILITAS] SOSIAL PENGEMBANCAN DAN PE RLY: NS - .
SOEAL FANTIRIPAS] SOSIAL, MASY ARAKAT PENANGANAN FAKIR MISKIN
mnﬁuca.jn SOSIAL EEH&BLETA?SEﬁAm EORBAN S SEKSI
" KORBAN BENCANA NAPZA DAN TUNA SOSIAL PENGEMBANGAN SOSIAL MEER:LEE%&H FAKIR
i SEES]
SEES] STES] SEKS]
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL Pﬁ'ﬁfl‘ﬂlﬁ 3-1-‘].'-1'52 FAREISFAS] B A B RAL
JAMINAN SOS1AL PENYANDANG DISABILITAS Sl ARARAT

Diundangkan di Sumber | UPT BUPATI CIREBON,

pada tanggal 3@ Hovember 2016
SEKRETARISIDAERAH KABUPATEN CIREBON, tid

BUNJAYA PURWADISASTRA

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN2016 NOMOR 61 SER] D.10



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI CIREBON

[ KEPALA DINAS

NOMOR : 61 Tahun 2016
TAMGGAL = 28 November 2016

EELOMPE
JAHATAN FLIGOSIONAL

[ ——  fr—

HTEW, N
PEMBINAAN, FERLIMEFINGAN
HUBUNGAN INDIUSTHLIAL TN

SAMENAN SOSIAL TEMAGH

EERI&

BIDAMG
PENEMPATAN TENAGA
EERJA DAN PERLUASAN
HESEMPATAN KERIA

1

|

SEESE
HITERLIN AN TNDEES THIA L

SERS]
PERSTARATAN KERJA

Diundangkan di Sumber

SEhs2
TENGLUPARAN DAN
JAMEINAN SDSIAL TENAGA
KERIA

——

BEKSI
PENEMPATAN AN
PERLINGUNMGAR TENSGS
FERI INDHONESTA

SEEEI
FENTQEMBANGAN LN
PEFLLIASAN EESEMFATAN
EERA

pada tanggal November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

o =
YATAT RUHYAT

HFEFRITA MATDALY AR FDATEM METDOMNT TCALIT TR A SOINGOER &1 QDT T 1N

SERSI
INFORMAST PASAR
KERJA

]

SEKRETARIAT
SUHBAGIAN SLEERAGIAN SLBEATAM
LIMTIM [2AN KETANGAN TEN i Fiﬁ;‘—?‘*ﬂ
) x EWALLIASL [
HEPECAWATAN ASET PETAPOAN
BIDANG BIDANG
PELATIHAN DA TRANSMIGRAS]
PRODUETIVITAS KERJA
SEES] SEES]
HELEMBAGASN PENYULUHAN,
| PELATIHAN DiAN PENDAFTARAN DAN
SERTIFIEASL SELEES[
SERS] SEESBI
PEMAGANGAN DN | FENEMPATAN
PRODUETIVITAS DAN PEMBINAAN
TRAMNSMIGRAN

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI CIREBGHN

NOMOR - 6] Tahun 2016

EFLOM POk
FABATAN FUNGSIDNAL

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 38 November 2216
SEKRETARIS|DAERAH KABUPATEN CIREBON,

B A L
YAYAT RUHYAT

=3

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

. TANGGAL - 28 November 20156
RKEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SLHEAC]AN | SLERACLAN
LIMELIM [N PROCEAR TIAN
FEPEGAWALAN J BELAMNCAN
I | 1
BIDANG BIDANG BIDANG
KETERSEDLAAN DAN DISTRIBUST DAN KONSUMSE DAN
HERAWANAN PANGAN CADANGAN KEAMANAN PANGAN
PANGAN
S | N S
SEKSI SEESI SEXSI
KETERSEDLAAN DISTRIBUS] - KONBUMSI
PANGAN PANGAN PANGAN
SEKS] SEKSI SEXE!
KERAWANAN CADANGAN = KEAMANAN
PANGAN PARGAN PANGAN

BUPATI CIREBON,

tod

SUNJAYA PURWADISASTRA



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR <61 Takun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS TANGGAL - 2 8 November 2016
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON
SEERETARIAT J
HETHRAGIAN SUBBHATIAN SUTIRAGLAN
LIV M TIAN TEARGAN DN '-','.c",..{':ﬁf.
- oy 5 Tl (= H PR, R =
EEFROARATEN PELATORAN
KELOMPOR FEDANG BIMAND AIRANGT HIDAN
JNEATAN FITGSIONAL PENGENDALIAN PENDILTIE RELUARGA HERENCANA [N FEMBESTIAYAAN PEREMEPLIAN PERLINDUNOAN PEREMPLIAN
DAY KESEMHTERAAN KESEHATAN EEPRODCKSY [N PENGARTSTITAM AN CAN ANNE
KELLIARCA, CHEN [VESE
ERE=| EES] pra— ERRS1
o Jr— ) R t BERS
SEhS = UMM CERAT AR AEITAS
EETAHANAN DAN FENFENTIALIAK =t ¥ |ﬁ|;.;p FEFF:'.I:UM; 3 | PEMBINAAN ANAK DAN
HESEIAHTERAAN E RELAHTRAN [14N U REMAIA
FKELUJARGE EESEHATAN FEPRODLESI
SRR
SRR WERS L PENARTASLITAMASN SERS]
BINA PENGERD]EIAN KOS, RO T NI A S, GENTHER TPFG) FPERCEGARAN DAN
] PENDIHDUE DN 1 INFORMASI DAN EDUKASE PERLINDIUNGAN KEEERASAN
HEORMASE KELARGA, Ul TEEHADAR PRREMPITAN
J DAN ANAK

Diundanglcan di Sumber
pada tanggal M hovember 201%

SEKRETARIS|DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

UPT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN X1 : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR - ;61 Tahun 2016
TANGGAL @ 28 November 2016

DINAS LINGKUNGAN HIDUP EEPALADINAG
KABUPATEN CIREBON
SERKRETARIAT
SUBRACLAN SLBHNGIAN SLHBRASIAN
LML DAN KELIANGAN DN F;E".‘LH*;'-“‘::
- . YT, EWn 51 T8,
KEPEGAWALAN ASET FELAPORAN
JOMIEHREE -, BIDANG ETIANC HITIANG HICAN
JABATAN FUNCSIONAL TATA LINGRUNGAN PEMGENTALLAK NAN FPENATAAN HUIRLOM D KERERSIHAN DAN
PESULIHAN DAMPAK PENINGKATAN EAPASITAS PERTAMANAN
LENTIE L INGUAN LINGEINOAN
SERs| SERSI SERS SEES]
- VERTARISAS] DAM PENCGENDALIAN LH PIERATAAN FIUELM || KEOERSIIAN
FENCANA PERLINDITNGAN LINGRUNGAN
PENGELOLAAN LH
|
SERS] SEKS) SEKS1 BEKE
] FEMILATAN THIRTMEN [ PEMULIHAK EERLSAKAN PERDNGEATAN KAPARITAS L | SARANA AN PEASARANA
LINGEUNGAN LIRCERLING AN DAN EEMITRAAN LH PENGELUEAAN SAMPAE
L
SRR
- PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAYN
Diundangkan di Sumber

pada tanggal 3@ Hoveaber 216

SEKRETARI

DAERAH KABUPATEN CIREBON,

-

YAYAT RUHYAT
BERITA DAFRRAH KARITRPATEM CFRERON TAHIIN 916 MOMOR &1 QEDT Ty 10

|L‘=PT

BUPATI CIREBON,
Ttd
SUNJAYA PURWADISASTRA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN XII : FPERATURAN BUPATI CIREBON

KEPALA DINAS '

NOMOR 61 Tahun 2016
TANGERAL : 28 November 2016

SEEKRETARIAT
RETAHHAGIAN SUHEAGIAN BUERAGIAN
ATMEAME LA RELPANIAN DAN PERENCARALR
REPEOAWMIAN ASET

1

BIEL M IR .
JAREATAN FUNGHIONAL l | |
BIDANG BIDANG RIDIANG Bl AN
PELAYANAN PENTDAFTARIN PELAYANAN PEREELOLAAN INFCER M S PEMANFANTAN DATA DAN
PENCILITITE PERCATATAN SIFE ADM. KEPENDIUTHIRAN INOVAS] PELAY ANAN
] | | |
. . SERSE SEKS
SEKSI SEKEI
— ~  STRTEM INPOIEMAS] AT 1  HERIASAMA DAN INCUVASI
. e e T B T
IDENTITAS PENDLUTIE KELAMIRAR DAK KEMATIAN ERbeROUDRTIAN DT R ANAN
—_—— SEESE SREKESE SERS
R B IRAN | ]|/ PERIWIRAN, PERUERH, PENGOLAHAN DAN FEMANFANTAN DATA DAK
a R PERUEAHAN STATUS ANAK - PENYAIAN DATA DOKUMEN EEFENDUDLIKAN
PENDATAAN PENDUDITE DAN PEWARCZANEGARAAN REPENDUDUAN

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 ]‘nmiu 216

SEKRETARIS\DAERAH KABUPATEN CIREBON,

CELEE .
YAYAT RUHYAT

LPT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

BUPATI CIREBON,
Tid

SUNJAYA PURWADISASTRA

.




LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 61 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ] | TANGGAL : 28 November 2016
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPALA DINAS |
KABUPATEN CIREBON J
i |
‘ SEKRETARIAT
|
7
FUBEAGEAN SUTHBAOLAN
LIMIEM DAk PROGRAM AN
KEPEGAWXIAN HELI&ANCEAN
[ 1
BIDANG BIDANG
HKOPERAS] USaHA MIERQ. KECIL
KELOMPOK DAl MENENGAH
JAETATAN FUNCTSH M AL _l
| SERSI SEXS]
—1 BINA FELEMBAGAAN || PENGEMBANGAN SDM
UMEM
SEESI SEKSI
L BINA USAHA | ] FRODUEST DAN
PEMASARAN LMEM
SEES]
mil PENGAWASAR FERGLIAT ".E:-IE].I":IfIl:M-' IPAEAN
KOPERASI . --- thanr
Diundangkan di Sumber |
pada tanggal 3 Noveaber 2916 |
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, UPT BUPATI CIREBON.
| Tid
SUNJAYA PURWADISASTRA

YAYAT RUHYAT
BERITA MAFRAH KARITPATEN CIRFRON TAL M 16 NOREOR &1 SERT T 10



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI CIREBON

KEPALA DINAS

NMOMOR . 61 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016

1
SEKRETARIAT
T
[ ]
SITHERAGIAN SUBBALHAN
LIMILM DIAN SRCYNENME AN
REFEC AWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
LALL LINTAS ANGELITAN KESELAMATAN
EELOMPOE
JABATAN FIINGSIOMAL | I |
s:t:f'sa SERSS BEKSI
PERENCANAAN, TERMINAL TuaN || PENGULAAN EENDARAAN
— PENETADAYN AN — PARKIR BEERMOTGR
PERLENGHAPAN JALAN =
BEKSI
2ERS] SERAL — .
l PR LA AT AT || INSPERSE KESELAMATAN
= T LMW | DAFAT
ﬁ HERS] [ SERS| ]
SE SERE | | EETERTIBAN LALL LINTAS
ANALESS DIAMPAK ANGHLIT AN PR ANGHLITAN JALAN
LAl LINTAS SUMCEAL, LAIFT DAN DIARS )
Diandangkan di Sumber
ada t i
p anggal 38 Noveaber 2016 UPT BUPATI CIREBON,

SEKRETARISHIDAERAH KABUPATEN CIREBON,

e
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

Ted

SUNJAYA PURWADISASTRA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI CIREBON

KEPALA DINAS

NOMOR :61 Tahun 2016
TAMNGGAL : 28 November 2016

RELOM PO
JAEATAN FLUINGSIONAL

l

L SEKRETARIAT

BIDAKNG
PENCGELULAAN ROMEFNFASI
[l INFOEM 481 PUBLIK

BHANG
STATIETIE DAY PERSANIIIAR

o

SEKS] SERSI
PENGELOLAAN INFORMAR] STATISTIE
N PUBRLIK
L. |
SERSI SERBI
FENYIARAN DAN PERS FERBANDIAN

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 38 Hoveaber 2916

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RLEEE

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR /1 SFRT TR 10

SUMELAG AN FUPABAGLAN -il.:_F,H._l'.E':H:-I
LML KEUIANCQAN DA LT;TE?:‘-:;
] . » . LTRSS TR
HEPEOSAW AN ARET a2
HIDANG
APLIEAST ENFORMATIES
| |
SR
INFRARTRITKTIR AN
1 TEENCHO]
]
FENGEMBANGAN APLIEAS]
SEKs
E-CAWERRMENT
BUPATI CIREBON,
Tad
SUNJAYA PURWADISASTRA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUFATEN CIREBON

LAMPIRAN. XVI : PERATURAN BUPATI CIREBON

KEPALA DINAS

NOMOR @61 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016

SEKRETARIAT
SUBEALINN SUBBAGIAN STTHBA AN
LIMUM DAN KEUANGAN DAN PEHERCANAAN,
REFECAWAIAR ASET I.';;?LL-.:-EFL]‘-];H
| KET.LMEOE i . . -
JAHATAN FUNGSIONAL HIGANG BIDARG BIDNANG BIDANG
KEBUDAYAAN PARTWISATA FEMUDA OLAH RAGA
[]
SERSI | SEKSE SEKSI SERS) 1
|| MUSEUM, KEPURBARALAAN. | | | jasa DaN PROMOSE L | PEMBERDAYAAN || SARUGATIAN PRASARANA
SEJARAH TIAN NILA BUDAYA, EARTWISATA PEMUDA AN "i:l'-'-ﬂ%;#-w!#-r-
i 4 CIAE FAGHA
— P SERS] SEKSI
|| EESENIAN il DESTINASI [ EENREMEANGEN PEMBENAAN,
PARTINESATA KEPEMIMPINAN PEMUTIA PENGEMBANGAN, BAKAT DAN
PRESTAST OLAH RAGA
Diundangkan di Sumber

pada tanpgal 3 Bovember 2916
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ey -
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBCON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

UPT

BUPATI CIREBON,
Tud

SUNJAYA PURWADISASTRA



LAMPLIECAMN AN D PEESDUEAN BUFALL OB M
. NOMOR 061 Tahun 2016
TANGOGAL : 28 November 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ( KEPALA DINAS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON T

-
BRI O PR
JABATAN FLINGSIOMAL SEKEETARIAT
SURHAGIAN SUBBAGIAN SLBRACAN
CIMAIM TRAN KEUANGAN DaAM FEFLMUANARRL
KEFECGAW ALAM ASET E'_:rit:._'!il::JF;';H
BIDamnG BIDANG BIDANG BIEANG PG BIDANG
TANAMAN PANGAN HORTIHULTURA PEREESTINAN PETERNALAN EESEHATAN HEWAN PENYULUHAN
SERSI ' SERSI [ SEKS] SEKS] SEXSI | SERSI |
L1 TANAMAN SEREALIA TARAMAN SEYLTRAN TANANAN SEMIIS || TERNAR BRGOAS DAN ae FESEHATAN -1 RELEMBAGAAN s
AN TANAMAN HIAS ANEES TERNAK MASYARARAT =M
VETERINER
L
BEESI BENSI Lo | SEKSI EERS I SEWST |
|| ANERA KACANG AN TARAMAN HLLAH- TANAMAN REMPAH, TERMAK RUMIEARSIA || | PENANOGULANGAN METOLHILOG DN
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